
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPUI,,AUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 24 TATIUN 2019

TENTANG
.PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.,ANJA

DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI NATUNA,

bahwa untuk melaksanakan ketentrran Pasal 160 ayat

(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Perattrran Menteri

Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 20ll tentang

Ferubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (tserita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OtL Nomor 310), dimana

Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara menrbah

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya

dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD;

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 130 Tahun 2OLE tentang Kegiatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

Menimbang
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pemberdaya€m masyarakat Di Kelurahan perlu

dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah ditambah Dana Alokasi Umum;

bahwa Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di

kelurahan yang pembiayaannya dari Dana Alokasi

tlmum belum diatur dalam Penjabaran Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna

Tahun Anggaran 2OL9, maka di perlukan penyesuaian

terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran

2019;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan point V angka

26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun

2Ol8 tentang Pedoman Pen5rusunan APBD Tahun

Anggaran 2OL9, dimana Program dan kegiatan yang

dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark, DBH-

SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam

rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/atau

DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana

Tambahan Infrastrrrktur untuk Provinsi Papua dan

Papua Barat, Dana Keistimewaan DlY, Dana Darurat,

Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana

transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta

pelaksanaan kegiatan dalam keadaan damrat

dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup

tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat

dilaksanakan mendahului penetapan perattrran

daerah tentang Perubahan APBD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hurrf a, huruf b, huruf c dan humf
d, perlu menetapkan Perattrran Bupati tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran

20t9.
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Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

34 Tahun 2OOE tentang perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 53 Tahun L999 tentang

Pembenhrkan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor lO7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik indonesia Tahun 2OO2 Nomor 1 1 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2371;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20tl tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?OLL

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a\
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang- Undang Nomor I Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

Menginggat : 1.

2.

PARAF KOqRDtNASt
ASSISTEN h'
KABAG HUKUM /!

KASUBBAG l\r
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ot9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2OO7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13O Tahun

2Ol8 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan dan pemberdayaafl masyarakat

di Kelurahan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1O Tahun

2Ol8 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 20tg (Lembaran Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 1O);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2018 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Mengubah Lampiran II Peraturan Bupati Natuna Nomor 87

Tahun 2Ol8 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019

(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2Ol8 Nomor 87).

6.

J

Menetapkan :

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN

KABAG HUKUM L
KASUBBAG K
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Peraturan Bupati

diundangkan.

Pasal II

mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

A$

4 HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal b Mai 20t9

$EKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2OL9 NOMOR 24

Ranai

fo \4u 2419

Ditetapkan di

pada tanggal

f mttT':

PARAF KOQRDTNAST

ASSISTEN a
KABAG HUKUM u I
xasu-eBF K


